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BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG
Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD menyebutkan bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai dokumen perencanaan tahunan dapat diubah dalam hal tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1.1.1. Penyusunan RKPD Kota Serang Tahun 2021 dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2021 secara teknis mengacu pada  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, yaitu :
1.1.1.1. RKPD Kota Serang Tahun 2021 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
1)    Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan pada RKPD  Kota Serang Tahun 2021.

2)     Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun Anggaran 2021 harus digunakan untuk Tahun Anggaran 2021 atau tahun berjalan.

3)     Mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan maupun yang tidak mengalami perubahan.

4)    RKPD dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

1.1.1.2. Penyusunan dokumen Rencana Kerja RKPD Kota Serang Tahun 2021 berpedoman pada RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Kota Serang Tahun 2021 sampai dengan Triwulan II Tahun 2021. 
1.1.1.3. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2021 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Serang dan Perubahan Renja PD Tahun 2021 ditetapkan dengan Keputusan Walikota Serang setelah Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2021 ditetapkan.

1.1.1.4. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2021menjadi dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021 dan menjadi pedoman penyusunan Kebijakan Umum PerubahanAPBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon AnggaranSementarasebagai landasanpenyusunan rancangan Perubahan APBD Kota Serang Tahun Anggaran 2021.

1.1.1.5. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2021 disusun dengan tahapan:

1) Penyusunan rancangan perubahan RKPD;
2) Perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
3) Penetapan perubahan RKPD.

1.1.1.6. Perubahan RKPD Kota Serang Tahun 2021disusun dengan sistematika : 

1) Pendahuluan

2) Evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) Tahun 2021
3) Kerangka ekonomi dan keuangan Daerah

4) Sasaran dan prioritas pembangunan Daerah

5) Rencana kerja dan pendanaan Daerah

6) Penutup

1.1.1.7. Perubahan Renja PD Tahun 2021 disusun dengan tahapan :

1) Penyusunan rancangan Perubahan Renja PD
2) Perumusan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD
3) Penetapan Perubahan Renja PD

1.1.1.8. Perubahan Renja PD Tahun 2021disusun dengan sistematika : 
1) Pendahuluan

2) Evaluasi Renja PD sampai dengan Triwulan II Tahun 2021

3) Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah

4) Penutup

1.1.1.9. Bappeda mengkoordinasikan penyusunan Rancangan RKPD Kota Serang Tahun 2021 dan Rancangan Renja PD Tahun 2021 dengan melaksanakan koordinasi teknis dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, khususnya terkait verifikasi dan keterpaduan dokumen Rencana Kerja RKPD Kota Serang Tahun 2021 dengan Renja PD Tahun 2021.  
1.1.1.10. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Kota Serang agar menyusun dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021 dengan ketentuan sebagai berikut : 
1)    Berpedoman pada dokumen Rencana Kerja RKPD Kota Serang Tahun 2021  dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2021. 

2)    Difokuskan pada pergeseran pagu kegiatan dan rekening belanja, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan,serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.
3)    Penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif hanya diperuntukkan untuk program/kegiatan yang sangat prioritas dan mendesak dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah serta mengacu pada Renstra Perangkat Daerah.

1.1.1.11 Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021.

Untuk menjamin konsistensi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai upaya pencapaian indiktor kinerja pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 dokumen perencanaan lima tahunan Kecamatan Taktakan Kota Serang harus diselaraskan.

Dokumen tersebut tertuang pada Rencana Strategis Kota Serang Tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi dan misi Kecamatan Walantaka kota serang. Dokumen tersebut dituangkan pula dalam strategis pembangunan daerah berupa kebijakan pendapatan daerah, program dan kegaiatan pembangunan yang disertai dengan perencanaan penganggaran sebagai upaya pencapaian visi pemerintah Kota Serang Tahun 2018-2023. Rentang waktu tersebut merupakam tujuan yang hendak dicapai dalam kedua pembangunan jangka panjang daerah kota serang yaitu “Kota Jasa Yang Nyaman Dengan Masyarakat Madani dan Pemerintahan Amanah  Pada Tahun 2025”.

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaankomprehensif tentang bagaimana pemerintah daerah mencapai tujuan dansasaran RPJMD melalui pendekatan yang komprehensif.Perencanaanstrategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi jugasegala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakattersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk di dalamnya upayamemperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, danpemanfaatan teknologi informasi.
1) Strategis

Strategi dapat diartikan sebagai langkah-langkah yang berisikan
program indikatif untuk mencapai tujuan dan sasaran yang dirumuskan
dengan kriterianya mencakup :
a)    hubungan yang rasional antara visi danmisi dengan prioritas program kepala daerah terpilih, 
b)    hubungan yangkuat dengan analisis sumber daya daerah dan isu-isu strategik, 
c)    pernyataan yang umum guna memandu pengembangan programpembangunan tahunan selama lima tahun, dan 
d)    dikembangkan dalamsuatu pemetaan strategi daerah
Dengan berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah
dirumuskan pada pembahasan bab sebelumnya, dalam rangka mencapai sasaranpembangunan maka dirumuskan strategi pada tiap sasaran RPJMD Kota Serang Tahun 2018-2023 yang terinci pada tabel berikut.
2) Arah Kebijakan
Arah kebijakan merupakan rumusan kerangka pikir ataukerangkakerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan danmengantisipasi isu strategis yang dilaksanakan secara bertahapsebagaipenjabaran strategi.Rumusan arahkebijakan merasionalkan pilihanstrategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturanpelaksanaannya. Arah kebijakan pembangunan Kota Serang menitikberatkan pada upaya meningkatkan kualitas sumberdaya manusia melaluipeningkatan perekonomian masyarakat dan infrastruktur sertapendayagunaan kondisi dan potensi yang di miliki secara optimal guna peningkatan kesejahteraan masyarakat menuju Kota Serang sebagai kotaperadaban dengan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Serang Tahun2018-2023 sebagai berikut :

(a).    Peningkatan kualitas sumberdaya manusia;
(b).    Peningkatan aksesibilitas infrastruktur wilayah;
(c)     Peningkatan mutu lingkungan hidup, pengelolaan penataan ruang danmitigasi bencana; 
(d).   Peningkatan kualitas dan daya saing perekonomian daerah;
(e.)     Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi.
1.2. GAMBARAN UMUM DAERAH

1.2.1. Struktur Organisasi 
Kecamatan Taktakan Pemerintah Kota Serang Peraturan Wali Kota Serang Nomor 28 tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Kecamatan secara umum merupakan hal - hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.

Tugas pokok dan fungsi yang diemban oleh Kecamatan Taktakan menjadi unit kerja dilingkungan Pemerintah Kota Serang yang merupakan unsur pelaksana tugas Walikota dalam urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang dipimpin oleh seorang Camat.  
Susunan organisasi Kecamatan Taktakan sebagaimana berikut:
a. Kepala Kecamatan 

b. Sekretariat :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;
c. Seksi Tata Pemerintahan;

d. Seksi Tata Pemerintahan Publik
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan:

f.       Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;

g. Kelompok jabatan fungsional.
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1.2.2. Uraian Tugas Satuan Organisasi
a.    Camat mempunyai tugas menyelenggarakan tugas Kecamatan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum sesuai dengan visi dan misi Walikota sebagaimana terjabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

b.     Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini, Camat mempunyai fungsi :

1)  menetapkan Rencana Strategis Kecamatan untuk menjabarkan visi, misi, dan program Walikota dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
2)  menjabarkan kebijakan strategis dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
3)  menyelenggarakan pelaksanaan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
4)  menyelenggarakan pembinaandalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
5)  menyelenggarakan pengawasan dalam lingkup urusan-urusan pemerintahan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan masyarakat kelurahan, ekonomi dan pembangunan, serta ketentraman dan ketertiban umum;
6) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya;
7) pelaporan.
c. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah

Sekretariat Kecamatan ;
1) Sekretariat mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan serta menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan.
2) Untuk menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, Sekretaris mempunyai fungsi :
a) menyelenggarakan  penyusunan Rencana Kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Sekretariat;

b) menyelenggarakan kegiatan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;
c) menyelenggarakan pembinaan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;
d) menyelenggarakan pengawasan di bidang administrasi umum, keuangan, kepegawaian, dan program, evaluasi dan pelaporan dalam melayani Camat dalam urusan Kecamatan;
e) melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan bidang tugasnya; dan
f) pelaporan.
3) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat.
4) Sub Bagian Keuangan dan PEP

a) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi keuangan, perencanaan program, evaluasi dan pelaporan.
b) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan adalah :
(1) melaksanakan  penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan;

(2) melaksanakan  pembinaan penatausahaan keuangan Kecamatan;

(3) melaksanakan  penatausahaan anggaran Satuan Dinas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

(4) melaksanakan  pengelolaan kas Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(5) melaksanakan  pelayanan lainnya di bidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(6) melaksanakan penyimpanan bukti-bukti transaksi keuangan sebagai bahan penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan Kecamatan;

(7) melaksanakan  penyusunan laporan keuangan Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(8) melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan;
(9) melaksanakan pengoordinasian dan penyusunan rencana program dan kegiatan Kecamatan meliputi Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Penetapan Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU); Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah (LAKIP), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA);

(10) melaksanakan pengumpulan dan pengadministrasian usulan RKA/RKPA dari unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan;

(11) melaksanakan penyusunan RKA/RKPA dan DPA/DPPA Kecamatan berdasarkan usulan unit-unit kerja dan hasil pembahasan internal Kecamatan;

(12) melaksanakan pembinaan administrasi perencanaan di lingkungan Kecamatan;

(13) melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan terhadap realisasi atau pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan;

(14) melaksanakan koordinasi dengan unit-unit kerja di lingkungan Kecamatan dalam rangka penyiapan bahan-bahan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah di lingkup Kecamatan dan laporan lainnya;

(15) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.

(16) Sub Bagian Keuangan, Program, Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
5) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat di bidang administrasi umum dan administrasi kepegawaian.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian adalah:

(3) melaksanakan penyusunan program dan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
(4) melaksanakan pengelolaan urusan surat-menyurat;
(5) melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, perpustakaan, kearsipan, keprotokolan, dan kehumasan;
(6) melakukan pengoordinasian dan penyusunan bahan rancangan produk hukum daerah penunjang seluruh kegiatan pada Kecamatan;
(7) melaksanakan pembinaan dan pengembangan pegawai sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
(8) melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(9) melaksanakan fasilitasi penilaian prestasi kerja pegawai sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
(10) melaksanakan fasilitasi pemrosesan penetapan angka kredit jabatan fungsional di lingkungan Kecamatan;
(11) melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan barang;
(12) melaksanakan pengelolaan barang/perlengkapan/aset sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(13) melaksanakan pemeliharaan kebersihan serta kerapihan ruangan kantor;
(14) melaksanakan  fasilitasi dalam pembangunan dan pengembangan                 e-government;
(15) melaksanakan  monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
(16) melaksanakan tugas lain sesuai dengan bidang tugasnya.
(17) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
6) Seksi Kesejahteraan Sosial

a) Seksi Kesejahteraan Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat;

b) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;

c) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Seksi  Kesejahteraan Sosial mempunyai fungsi:

(1) Penyusunan bahan perumusan kebijakan teknis bidang kesejahteraan sosial;

(2) Penyusunan program dan kegiatan seksi kesejahteraan sosial;

(3) Penyiapan bahan pembinaan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang kesejahteraan sosial;

(4) Penyelenggaraan kegiatan bidang Kesejahteraan Sosial.

d) Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/Kelurahan

(1) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam lingkup urusan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

(2) Rincian tugas Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan adalah:   
(a) menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi  Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

(c) melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan pemberdayaan masyarakat yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

(d) melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan pemberdayaan masyarakat di tingkat Kecamatan yang meliputi bidang-bidang kesehatan, pendidikan, keluarga berencana, keagamaan, pembinaan generasi muda dan kewanitaan serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

(e) melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

(f) melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan program keluarga berencana di wilayah kerja Kecamatan;

(g) mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian kinerja Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

(h) mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian dan penandatanganan oleh Camat mengenai prestasi Kepala Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) sebelum dimintakan penandatanganannya kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan kesehatan;

(i) melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Pusat Kesehatan Masyarakat (PUSKESMAS) serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan di bidang kesehatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

(j) memfasilitasi kegiatan penyuluhan mengenai program wajib belajar;

(k) mempersiapkan bahan-bahan dalam rangka penilaian kinerja Sekolah Dasar Negeri yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

(l) melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Unit Pelaksana Teknis Dinas serta lembaga-lembaga milik Pemerintah lainnya yang bergerak di bidang pendidikan dan memiliki keterkaitan tugas dengan Kecamatan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

(m) melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pengawasan dan pembinaan terhadap penyelenggaraan program di bidang-bidang generasi muda, keolahrgaan, kebudayaan, kepramukaan dan peranan wanita;

(n) melaksanakan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

(o) mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan yang akan dilaksanakan oleh Camat;

(p) melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;

(q) menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh Camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(r) mengoreksi dan atau memerintahkan perbaikan konsep naskah dinas yang diajukan oleh para pegawai yang membantunya;
(s) melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
(t) melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
(u) memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(v) melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Camat dan para Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
(w) memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
(x) melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(3) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
(4) Seksi Tata Pemerintahan
Seksi Tata Pemerintahan mempunyai tugas pokok membantu Camat dalam penyelenggaraan kewenangan-kewenangan pemerintahan yang telah dilimpahkan oleh Walikota dan tugas-tugas umum pemerintahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan.Rincian tugas Kepala Seksi Tata Pemerintahan adalah :
(a) menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Tata Pemerintahan;

(b) melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan tata pemerintahan di tingkat Kecamatan, yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

(c) melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan tata pemerintahan, yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

(d) mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan tata pemerintahan yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;.

(e) melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan tata pemerintahan yang meliputi bidang-bidang keagrariaan, administrasi kependudukan dan catatan sipil, pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II serta bidang tugas umum pemerintahan lainnya;

(f) melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi keagrariaan;
(g) melaksanakan inventarisasi asset Daerah atau kekayaan Daerah lainnya yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
(h) melaksanakan pengawasan atas tanah-tanah Negara dan tanah asset Pemerintah Daerah di wilayah kerja Kecamatan;
(i) melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam pelaksanaan pembebasan Tanah Milik dan pelepasan Hak Atas Tanah Dan Bangunan yang akan dipergunakan untuk kepentingan pembangunan;
(j) melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam peralihan status tanah dari Tanah Negara menjadi Tanah Hak Milik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
(k) melaksanakan pemberian fasilitasi dalam penetapan peruntukan, proses pengalihan dan perubahan status tanah kekayaan Desa yang berubah menjadi Kelurahan;
(l) melaksanakan monitoring dan inventarisasi terhadap setiap kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan Tanah Terlantar, Tanah Negara Bebas dan Tanah Timbul yang berada di wilayah kerja Kecamatan;
(m) melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil;
(n) melaksanakan kegiatan pencatatan atas mutasi penduduk antar Kecamatan;

(o) melaksanakan penyusunan laporan bulanan Camat mengenai Data Kependudukan;

(p) melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang administrasi Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I dan Buku II;

(q) melaksanakan penerimaan SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I dan SPPT Pajak Bumi Dan Bangunan Buku II beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya dari Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan;

(r) melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku I beserta Dokumen Pajak Bumi Dan Bangunan lainnya kepada Kelurahan-Kelurahan;

(s) melaksanakan pembinaan kepada Kelurahan-kelurahan di wilayah kerja Kecamatan dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

(t) mengadakan pengawasan terhadap kegiatan-kegiatan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

(u) melaksanakan penyusunan konsep Laporan Camat kepada Walikota melalui Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani Pajak Bumi Dan Bangunan mengenai mengenai hasil pelaksanaan pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  oleh Kelurahan-Kelurahan;

(v) melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap laporan hasil pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan Buku I  dari Kelurahan-Kelurahan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

(w) melaksanakan pendistribusian SPPT Pajak Bumi Bangunan Buku II kepada para Wajib Pajak yang bersangkutan di wilayah kerja Kecamatan;

(x) melaksanakan penyusunan konsep laporan camat kepada walikota melalui sekretariat daerah dan perangkat daerah di tingkat kota Serang yang menangani pajak bumi dan bangunan mengenai hasil pelaksanaan pendistribusian sppt pajak bumi dan bangunan buku ii  kepada para wajib pajak;.

(y) melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan  kelurahan;

(z) melaksanakan pemberian pertimbangan-pertimbangan bagi camat dalam rangka pengusulan calon lurah kepada walikota;

ad. melaksanakan fasilitasi dalam penataan kelurahan;

ae. melaksanakan persiapan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas kecamatan dengan tugas perangkat daerah lainnya dalam lingkup  urusan tata pemerintahan yang akan dilaksanakan oleh camat;

af. melaksanakan kegiatan perlombaan antar kelurahan dalam lingkup urusan tata pemerintahan;

ag. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas seksi tata pemerintahan;

ah. melaksanakan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh seksi tata pemerintahan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
ai. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan seksi tata pemerintahan dengan persetujuan atau sepengetahuan camat;
aj. memberikan saran dan pertimbangan kepada camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan seksi tata pemerintahan;
ak. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada camat melalui sekretaris camat;
al. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
am. Seksi Tata Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
(5) Seksi Ekonomi dan Pembangunan
(a) Seksi Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan  dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan.   

(b) Rincian tugas Kepala Seksi Ekonomi Dan Pembangunan adalah :
i.        mempelajari tugas dan melaksanakan petunjuk yang diberikan oleh Camat;

ii.        menyusun usulan rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;

iii.        melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ekonomi di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

iv.        melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan ekonomi; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;t

v.        melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan ekonomi di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang perekonomian masyarakat, perkoperasian dan usaha kecil menengah, produksi, distribusi serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

vi.        mengadakan pendataan potensi perekonomian masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

vii.        melaksanakan pembinaan dan pengembangan terhadap potensi  perekonomian masyarakat;

viii.        melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam rangka pengembangan perekonomian Kelurahan;

ix.        melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan dan pengembangan di bidang ketenagakerjaan di wilayah kerja Kecamatan;

x.        melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemantauan terhadap kegiatan-kegiatan perindustrian, perdagangan, pertambangan, kepariwisataan, perkoperasian, usaha kecil menengah, golongan ekonomi lemah, peternakan, pertanian dan peikanan yang ada di wilayah kerja Kecamatan;

xi.        mengadakan kegiatan pembinaan, pengaturan dan pengawasan terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman di wilayah kerja Kecamatan;
xii.        melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban terhadap pasar-pasar tradisional dan pasar-pasar musiman berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;
xiii.        melaksanakan pendataan terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang dipasang di wilayah kerja Kecamatan;
xiv.        mengusulkan dilakukannya penertiban terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang pemasangannya melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikota kepada Camat;
xv.       melaksanakan penertiban bersama-sama dengan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban terhadap spanduk-spanduk, reklame dan papan nama yang pemasangannya melanggar ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah dan atau Keputusan Walikota berdasarkan petunjuk dan arahan Camat;
xvi.        melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan pelayanan publik dalam lingkup urusan perekonomian;
xvii.        mempersiapkan Surat Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Camat dalam rangka pengajuan usulan permohonan Ijin Reklame dan pemasangan Papan Nama yang berukuran 1 (satu) meter persegi kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani reklame;
xviii.        mempersiapkan Surat Ijin Pengusahaan Kolam Pemancingan yang akan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota;
xix.        melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Ijin Tempat Usaha untuk warung, warung makan dan pertunjukan komedi putar/sirkus keliling;
xx.        mempersiapkan Surat Ijin Tempat Usaha untuk warung, warung makan dan pertunjukan komedi putar/sirkus keliling yang akan ditandatangani oleh Camat atas nama Walikota;
xxi.        melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Surat Keterangan Domisili Usaha;
xxii.        mempersiapkan Surat Keterangan Domisili Usaha yang akan ditandatangani oleh Camat;
xxiii.        mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan ekonomi yang akan dilaksanakan oleh Camat;
xxiv.        melaksanakan kegiatan perlombaan antar Kelurahan dalam lingkup urusan perekonomian;
xxv.        melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
xxvi.        melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan pembangunan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
xxvii.        mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
xxviii.        melaksanakan perumusan dan penyusunan konsep kebijakan Camat dalam urusan pembangunan di tingkat Kecamatan; yang meliputi bidang-bidang pembangunan prasarana dan sarana fisik, lingkungan hidup serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;
xxix.        melaksanakan kegiatan fasilitasi dan koordinasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan di wilayah kerja Kecamatan;
xxx.        melaksanakan kegiatan penyuluhan kepada masyarakat di wilayah kerja Kecamatan di bidang pelayanan kepekerjaan umuman;
xxxi.        melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian pelaksanaan pembangunan yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat;
xxxii.        melaksanakan kegiatan inventarisasi dan pemeliharaan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
xxxiii. melaksanakan kegiatan inventarisasi terhadap prasarana dan sarana lingkungan perumahan dan permukiman, rumah-rumah yang rusak dan kebutuhan rumah;
xxxiv.        melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai penataan kampung kumuh di wilayah kerja Kecamatan;
xxxv. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai penempatan, pembangunan serta pemeliharaan Rumah Susun Sederhana Sewa di wilayah kerja Kecamatan;
xxxvi. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pembangunan serta pemeliharaan sarana-sarana di bidang-bidang perniagaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, pelayanan umum dan sosial budaya di wilayah kerja Kecamatan;
xxxvii. melaksanakan kegiatan yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pembangunan serta pemeliharaan jalan setapak yang berukuran lebar maksimal 2,5 (dua koma lima) meter dan saluran air atau drainase lokal pada lingkungan perumahan dan permukiman di wilayah kerja Kecamatan;
xxxviii. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep usulan Camat kepada Perangkat Daerah yang terkait secara fungsional di tingkat Kota Serang mengenai pemasangan, pembuatan serta pemeliharaan sarana dan fasilitas penerangan jalan umum dan taman-taman yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
xxxix. melaksanakan kegiatan-kegiatan pendataan dan pengurusan berkas-berkas persyaratan pengajuan usulan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan;
xl. mempersiapkan Surat Rekomendasi yang akan ditandatangani oleh Camat dalam rangka pengajuan usulan permohonan Ijin Mendirikan Bangunan kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani reklame;
xli. mengusulkan dilakukannya penertiban terhadap bangunan-bangunan yang tidak memiliki Ijin Mendirikan Bangunan kepada Camat;
xlii. melaksanakan kegiatan-kegiatan registrasi dan pelayanan administrasi dalam penomoran rumah dan bangunan;
xliii. melaksanakan kegiatan dalam rangka pengkoordinasian, pembinaan, pengawasan serta pelaporan langkah-langkah penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
xliv. melaksanakan kegiatan-kegiatan pencegahan terhadap upaya-upaya pemanfaatan sumber daya alam tanpa ijin yang dapat mengganggu dan membahayakan lingkungan hidup di wilayah kerja Kecamatan;
xlv. melaksanakan kegiatan pengawasan terhadap pekerjaan-pekerjaan penggalian dan pengurugan tanah;
xlvi. melaksanakan kegiatan pengkajian dan perumusan konsep kebijakan  Camat dalam rangka pengelolaan kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
xlvii. membuat jadwal bulanan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pengawasan dan pengendalian terhadap kebersihan lingkungan di wilayah kerja Kecamatan;
xlviii. menyusun konsep usulan Camat mengenai jadwal pengangkutan sampah oleh Armada Angkutan Sampah Kecamatan kepada Perangkat Daerah di tingkat Kota Serang yang menangani masalah sampah;
xlix. melaksanakan pembinaan terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam lingkup urusan ekonomi dan pembangunan;
l. melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
li. melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Ekonomi Dan Pembangunan guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
lii. melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
liii. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Ekonomi Dan Pembangunan;
liv. memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
lv. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
lvi. Seksi Ekonomi dan Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
(6) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
(a) Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas kecamatan dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum.

(b) Rincian tugas Kepala Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum adalah: 

i.          menyusun rencana kerja, kinerja, dan anggaran tahunan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;

ii.         melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta informasi yang berkenaan dengan penyelenggaraan urusan ketentraman dan ketertiban umum di tingkat Kecamatan, yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

iii.        melaksanakan pengkajian terhadap permasalahan-permasalahan yang berkembang di tengah-tengah kehidupan masyarakat di tingkat Kecamatan dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum, yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

iv.        mempersiapkan bahan-bahan perumusan kebijakan Camat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

v.        melaksanakan kebijakan Camat dalam urusan ketentraman dan ketertiban umum yang meliputi bidang-bidang ketentraman dan ketertiban wilayah, sosial politik, serta tugas-tugas umum pemerintahan lainnya;

vi.        melaksanakan kegiatan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah;
vii.        melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang ketentraman dan ketertiban wilayah;.
viii.        melaksanakan analisis terrhadap kondisi ketentraman dan ketertiban wilayah;
ix.        menyusun rencana teknis pelaksanaan kegiatan penertiban dalam rangka memelihara dan memulihkan suasana ketentraman dan ketertiban wilayah;
x.        mengadakan koordinasi dan fasilitasi kegiatan penertiban terhadap pasar-pasar liar dan para Pedagang Kaki Lima di wilayah kerja Kecamatan;
xi.        melaksanakan kegiatan penertiban terhadap pemasangan spanduk-spanduk dan papan reklame yang melanggar ketentuan-ketentuan Peraturan Daerah, Peraturan Walikota, dan atau Keputusan Walikota di wilayah kerja Kecamatan;
xii.        melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para Anggota Perlindungan Masyarakat yang ada di wilayah kerja Kecamatan;
xiii.        melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap penyelenggaraan Sistem Keamanan Lingkungan (SISKAMLING);
xiv.        melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para Anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ditempatkan dalam wilayah kerja Kecamatan;
xv.        melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam rangka pembinaan ideologi Negara dan kesatuan bangsa di wilayah kerja Kecamatan;
xvi.        melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka mewujudkan kerukunan hidup bermasyarakat di wilayah kerja Kecamatan;
xvii.        melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi dalam rangka menciptakan suasana kerukunan hidup antar umat beragama;
xviii.        mengadakan langkah-langkah antisipatif terhadap berbagai gejolak yang terjadi dalam masyarakat guna menghindari terjadinya keresahan dalam masyarakat;
xix.        melaksanakan kegiatan operasi dan fasilitasi dalam rangka pencegahan dan penanggulangan bencana;
xx.        melaksanakan kegiatan pembinaan dan fasilitasi terhadap penyelenggaraan aktifitas-aktifitas Organisasi-Organisasi Massa dan Partai-Partai Politik di wilayah kerja Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
xxi.        melaksanakan kegiatan fasilitasi dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum;
xxii.        melaksanakan dan membina kegiatan pelayanan publik di bidang sosial politik;
xxiii.        mempersiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan koordinasi pelaksanaan tugas Kecamatan dengan tugas Perangkat Daerah lainnya dalam lingkup urusan ketentraman dan ketertiban umum yang akan dilaksanakan oleh Camat;
xxiv.        melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana fisik di lingkup tugas Seksi Ketentaman Dan Ketertiban Umum;
xxv.        menyiapkan bahan dan data serta menyusun konsep naskah dinas yang akan ditandatangani atau diperintahkan pembuatannya oleh oleh Camat yang berhubungan dengan tugas kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
xxvi.        melakukan analisis terhadap permasalahan-permasalahan teknis yang dihadapi oleh Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum guna mencarikan jalan keluar atau solusinya;
xxvii.        melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dengan persetujuan atau sepengetahuan Camat;
xxviii.        memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat dalam hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;.
xxix.        melaksanakan koordinasi dengan Sekretaris Kecamatan dan para Kepala Seksi lainnya yang ada di lingkungan Kecamatan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kedinasan Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum;
xxx.        memberikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Camat melalui Sekretaris Camat;
xxxi.        melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya sesuai dengan bidang tugasnya.
(c) Seksi Ketentraman Dan Ketertiban Umum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat melalui Sekretaris Camat.
(12)
Susunan Kepegawaian Dan Perlengkapan
Dalam menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Taktakan, perlu didukung oleh keberadaan sarana dan prasarana, baik itu berupa sumber daya manusia (kepegawaian), maupun Sarpras(perlengkapan operasional). 

Pegawai tentunya merupakan modal pokok dalam suatu organisasi karena berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya tergantung pada pegawai yang memimpin dalam melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam organisasi tersebut. Ketersediaan aparatur yang berkualitas dalam pengelolaan suatu organisasi atau lembaga merupakan hal yang sangat diperlukan. Baik buruknya organisasi ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur yang ada didalam menjalankan tugas dan fungsinya. 
Pegawai adalah orang-orang yang dikerjakan dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga-lembaga pemerintah maupun dalam badan-badan usaha. sementara  pengertian dari Pegawai negeri adalah unsur aparatur negara, abdi negara, dan abdi masyarakat yang dengan kesetiaan dan ketaatan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, negara dan pemerintah, menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan. 
Kecamatan Taktakan Pemerintah Kota Serang sebagai salah satu perangkat kerja pemerintah Kota Serang didukung oleh sejumlah personil atau pegawai yang mengemban tugas dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Wali Kota Serang Nomor 28 tahun 2017 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungs serta tata kerja Kecamatan secara umum merupakan hal - hal yang harus bahkan wajib dikerjakan oleh seorang anggota organisasi atau pegawai dalam suatu instansi secara rutin sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya untuk menyelesaikan program kerja yang telah dibuat berdasarkan tujuan, visi dan misi suatu organisasi. Setiap pegawai seharusnya melaksanakan kegiatan yang lebih rinci yang dilaksanakan secara jelas dan dalam setiap bagian atau unit.rincian tugas - tugas tersebut digolongkan kedalam satuan praktis dan konkrit sesuai dengan kemampuan dan tuntutan masyarakat.
Tabel 1
Susunan Pegawai Kecamatan Taktakan
Susunan Kepegawaian di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Taktakan Tahun 2021, adalah sebagai berikut:

	No
	Nama/NIP
	Pangkat/Gol
	Jabatan

	 
	 
	 
	 

	1
	H. AHMAD SAIFULLAH, S.Pd.M.Si
	Pembina / IV a
	Camat

	 
	NIP. 19720517 199803 1 008
	 
	 

	2
	MUSLIM SHOLEH, S,Pd.M.Si
	Penata Tk I / III d
	Sekretaris Camat

	 
	NIP. 19800410 200801 1 010
	 
	 

	3
	ROBIANTI RATNA FURI,A.Md. Kep
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19810524 200701 2 006
	 
	 

	4
	HERLIS INDRIANI, S.AG
	Penata Tk I / III d
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kecamatan

	 
	NIP. 19711209 201101 2 001
	 
	 

	5
	MUHTADI, S.AP
	Penata / III c
	Kasi  Pemerintahan Umum

	 
	NIP. 19670507 200701 1 038
	 
	 

	6
	IWAN WICAKSONO,SE
	Penata / III c
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	 
	NIP. 19641027 200701 1 010
	 
	 

	7
	DINA FITRIANA. S.Pd.M,Si
	Penata Tk I / III d
	Kasubag Umum & Kepegawaian

	 
	NIP. 19830713 200902 2 004
	 
	 

	8
	ULFAH, S.Kom
	Penata Muda / III a
	Kasubag Keuangan Program Evaluasi dan Pelaporan

	 
	NIP. 19800711 201001 2 009
	 
	 

	KELURAHAN : KURANJI
	 
	 

	9
	REZA KUSUMA NUGROHO SJURALAGA, ST.MM
	Penata / III c
	Kepala  Kelurahan

	 
	NIP. 19780522 201101 1 002
	 
	 

	10
	SAHRONI,SE
	Penata / III c
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19750111 200801 1 006
	 
	 

	11
	WAWAH HILWAH, SKM
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19730505 201001 2 003
	 
	 

	KELURAHAN : CILOWONG
	 
	 

	12
	BAKHTIAR,SE,M.Si
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19690716 200906 1 004
	 
	 

	13
	H. UDIN ZAENUDIN, A.Ma.Pd
	Penata Tk. I / III d
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19651207 198803 1 012
	 
	 

	14
	Hj. Ida Farida, SKM, M,Kes
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19700712 200604 2 009
	 
	 

	KELURAHAN : TAKTAKAN
	 
	 

	15
	ERLINAWATI, S.AP.M.Si
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19720520 200906 2 001
	 
	 

	16
	NOVA KURNIAWAN, S.IP
	Penata Muda Tk I/ III b
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19831118 201101 1 001
	 
	 

	17
	WASNI ANISAH, SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19801008 200902 2 004
	 
	 

	18
	HARYANTO, S.Pd
	Penata / III c
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	 
	NIP. 19781015 201101 1 001
	 
	 

	KELURAHAN : LIALANG
	 
	 

	19
	SANIMAN,S.AP.M.Si
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19700818 200906 1 002
	 
	 

	20
	SAIFUL,S.Pd
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19700706 199003 1 003
	 
	 

	KELURAHAN : PANGGUNG JATI
	 
	 

	21
	H. JAENURI, SE
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19701010 200906 1 002
	 
	 

	22
	UMI LAYSIAH, S.IP
	Penata / III c
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19721223 200701 2 005
	 
	 

	23
	HUSNI,SE
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19720505 200012 1 004
	 
	 

	24
	SUHERMAN, SE
	Penata Tk I/ III d
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

	 
	NIP. 19681201 198903 1 011
	 
	 

	KELURAHAN : SAYAR
	 
	 

	25
	JAENUDIN, S.Pd
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19660505 200212 1 002
	 
	 

	26
	AHMAD HAMAMI, SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19730305 200003 1 006
	 
	 

	27
	TOYIBAH
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	 
	NIP. 19640704 198703 2 014
	 
	 

	28
	FARIANDI, SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19770104 201101 1 001
	 
	 

	KELURAHAN : DRANGONG
	 
	 

	29
	H. SLAMET SANTOSA, SE
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19660906 200701 1 027
	 
	 

	30
	YANTI FITRI EKA ZALTI,ST.M.Si
	Pembina/ IV a
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19770915 200501 2 006
	 
	 

	31
	MASYITOH,SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19810618 200902 2 003
	 
	 

	32
	EKAYANA HENDRIANSYAH, SKM
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

	 
	NIP. 19820926 201001 1 013
	 
	 

	33
	NUNUNG NURHAEDAH, S.Pd.M.Pd
	Pembina Tk. I / IV b
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	 
	NIP. 19670601 198803 2 008
	 
	 

	KELURAHAN : CIBENDUNG
	 
	 

	34
	Drs. HUJAENI,
	Penata Tk. I / III d
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19650907 200604 1 006
	 
	 

	35
	TUTI SUPARTI, SPd
	Penata / III c
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19651012 199202 2 003
	 
	 

	36
	YANTI NUR NASYIATUL AISYIYAH, AK
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19860420 200902 2 007
	 
	 

	KELURAHAN : KALANG ANYAR
	 
	 

	37
	ANIS ROHMAN,SH.I
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19830611 201101 1 001
	 
	 

	38
	RAMID,SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19640201 198308 1 003
	 
	 

	39
	ABDUL MUID, SE
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19820413 201101 1 002
	 
	 

	40
	AI SUSILAWATI, A.Md.Keb
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan

	 
	NIP. 19850405 200902 2 004
	 
	 

	KELURAHAN : TAMAN BARU
	 
	 

	41
	ARIFUDIN, S.Kep.M.A
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19880805 201001 1 002
	 
	 

	42
	ROBIAHTUL ADAWIYAH, S.Ag
	Penata Tk I /  III d
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19760505 200312 2 008
	 
	 

	43
	RETNA DEWI NURMALAHAYATI, A,MK
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19780927 200604 2 006
	 
	 

	44
	 PETY ENDAYANI,S.Sos 
	Penata / III c
	Kasi Pemberdyaan Masyarakat Kelurahan

	 
	 NIP. 19800209 201001 2 003 
	 
	 

	45
	 ERNI DWI LESTARI, S.Sos 
	Penata / III c
	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum

	 
	 NIP. 19860108 200501 2 003 
	 
	 

	KELURAHAN : UMBUL TENGAH
	 
	 

	46
	MISRI,SE
	Penata / III c
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19741024 201001 1 005
	 
	 

	47
	ALI AKBAR,SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19810903 200801 1 005
	 
	 

	48
	DIAH RAHAYU QODARIYAH, S.Pd.i
	Penata Tk I/ III d
	Kasi Pemberdyaan Masyarakat Kelurahan

	 
	NIP. 19830627 200902 2 003
	 
	 

	49
	IMAS SUTIANINGSIH,A.Md
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19860310 201001 2 010
	 
	 

	KELURAHAN : PANCUR
	 
	 

	50
	A. MUHIT, SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19750102 200801 1 011
	 
	 

	51
	RATIH WAHYUNINGSIH, S.Pt
	Penata / III c
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19870615 201101 2 002
	 
	 

	52
	ABDULLAH, SE
	Penata / III c
	Kasi Pemberdyaan Masyarakat Kelurahan

	 
	NIP. 19670406 200012 1 002
	 
	 

	KELURAHAN : SEPANG
	 
	 

	53
	HERUJI,S.Pd.i.M.Si
	Penata Tk I/ III d
	Kepala Kelurahan

	 
	NIP. 19800805 200801 1 012
	 
	 

	54
	JEANI MINCE YULIAWATI,SE
	Penata Muda Tk I/ III b
	Sekretaris Kelurahan

	 
	NIP. 19820731 201406 2 001
	 
	 

	55
	WINA APRILIYANI, SE
	Penata / III c
	Kasi Pemerintahan Umum dan Pelayanan Publik

	 
	NIP. 19800409 200902 2 004
	 
	 

	56
	SETYORINI WAHYU WIJAYANTHI, S.Tr.Keb
	Penata Muda / III a
	Kasi Ketentraman & Ketertiban Umum

	 
	NIP 19841011 201704 2 001
	 
	 

	57
	 RESHINTA PURNANINGSIH, S.Si 
	Penata / III c
	Kasi Pemberdyaan Masyarakat Kelurahan

	 
	 NIP. 19790422 201101 2 001 
	 
	 

	58
	 SAHRUDIN, SE 
	Penata Muda / III a
	 Pelaksana 

	 
	 NIP. 19770426 200801 1008 
	 
	 

	59
	KINTAN DERIANA.A.Md
	 Pengatur Tk. I / II d 
	 Pelaksana 

	 
	 NIP. 19871013 201101 2 005 
	 
	 


1.3
Visi dan Misi 
A. Visi 

Dalam pencapaian Visi yang dilakukan oleh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam periode Rencana Strategis Lima Tahunan, evaluasi dilaksanakandengan menilai, menelaah dan menganalisis keseluruhan program/kegiatan yang mencakup masukan, proses, keluaran, hasil, dan dampak (input, process, output, outcome, dan impact) berdasarkan data, informasi dan bukti-bukti lainnya yang berkenaan dengan komponen-komponen sistemik dari seluruh penyelenggaraan kegiatan di Kota Serang.
“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA” KOTA PERADABAN dimaknai sebagai Civil Siciety yaitu kondisi pemerintahan dan masyarakat Kota Serang yang berciri  :
1. Adanya toleransi (tenggang rasa) untuk tujuan kerukunan dan kedamaian;

2. Adanya pluralism yaitu sikap yang mau menerima dengan tulus ikhlas suatu kondisi warga Kota Serang yang majemuk.

3. Adanya keadilan sosial, bermakna setiap warga negara mendapatkan hak dan kewajibannya secara seimbang dalam kehidupan sosial, terjamin keadilan untuk memperoleh pendidikan, kesehatan dan penghidupan yang layak;

4. Adanya partisipasi sosial, yaitu setiap warga negara berhak dan berkewajiban untuk ikut serta dalam berpolitik dengan rasa tanggung jawab secara bersih tanpa adanya paksaan atau intimidasi dari pihak manapun;

5. Adanya demokratisasi yaitu sebuah proses dalam menegakkan prinsip-prinsip demokrasi demi terciptanya warga Kota Serang yang menjunjung tinggi azas-azas demokrasi;

6. Adanya supremasi hukum, ditandai penegakan hukum yang seadil-adilnya terhadap warga Kota Serang tanpa pandang bulu, tidak tumpul ke atas tajam ke bawah;

7. Tersedianya ruang bebas publik, sebagai tempat bagi warga Kota Serang untuk melakukan aktivitas publiknya secara bebas dan bertanggung jawab seperti dalam hal berorganisasi, berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat termasuk mempublikasikannya kepada publik tanpa adanya tekanan dari pihak manapun.

KOTA BERDAYA bermakna Kota Serang mampu menunjukkan keunggulan berkomparasi dan berkompetisi diberbagai bidang kehidupan. Kota Serang akan menjadi Kota Peradaban yang didukung oleh kondisi perkotaan yang kondusif dan modern dengan tetap memperhatikan lingkungan berkelanjutan demi kemajuan Kota Serang

KOTA BERBUDAYA merupakan setiap perilaku kehidupan masyarakat yang dilandasi oleh etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, kearifan lokal, norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat serta diyakini sebagai nilai-nilai budi pekerti yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial sebagai identitas pada penyelenggaraan pemerintahan dan program pelaksanaan pembangunan

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa selama tahun 2021 hingga 2023 Kota Serang diharapkan menjadi kota yang dihuni oleh masyarakat yang  senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai agama, etos kerja, tata cara, adat istiadat, tradisi, norma kearifan lokal yang hidup dan berkembang dan diyakini sebagai nilai-nilai yang luhur yang diwujudkan dalam perilaku interaksi sosial serta  sadar menggunakan hak dan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, sehingga terwujud kehidupan pemerintahan dan kemasyarakatan yang teratur, sejahtera dan didukung oleh aktivitas ekonomi utama berupa  perdagangan, jasa, industri pengolahan, pertanian, perikanan dan pariwisata serta ditunjang oleh standar pelayanan kota berskala metropolitan yang mampu melayani seluruh aktivitas masyarakat kota dan daerah hinterland-nya dengan aman, tentram, nyaman, lancar, asri, sehat dan berkelanjutan.


Melalui keberdayaan dan kebudayaan, diharapkan kesejahteraan masyarakat Kota Serang akan semakin meningkat melalui pemenuhan kebutuhan pendidikan, kesehatan, pelayanan dasar maupun Sarpraspenunjang. Peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Serang tersebut tercermin melalui peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan pertumbuhan ekonomi, serta penurunan angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka.


Dalam rangka mewujudkan visi diperlukan semangat baru dalam pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan nilai dasar bangsa Indonesia dan masyarakat Kota Serang khususnya, yakni kegotongroyongan. Semangat baru tersebut tertuang dalam slogan: 

“Aje Kendor Membangun Serang”


Makna slogan Aje Kendor Membangun Serang diartikan satu sikap yang terwujud dalam bentuk inisiatif dan penuh semangat untuk menyumbangkan tenaga dan pikiran dalam rangka membangun Kota Serang. Sikap ini diperlukan untuk menumbuhkan kesadaran dan kecintaan aparatur dan masyarakat akan kotanya. Melalui pernyataan ini akan timbul sikap kepeloporan, sinergi dan kolaborasi untuk menjaga kotanya dan melakukan inovasi dan kreativitas dalam membangun kota dengan tidak meninggalkan budaya dan karakter lokal.  

Untuk memberikan arahan dalam pencapaian visi, maka visi dijabarkan ke dalam fokus kerja yang disebut dengan Peradaban, yang merupakan akronim dari: 

Kota Serang yang Partisipatif adalah kondisi terwujudnya kesatuan pola pikir dan pola tindak dilandasi sikap kebersamaan untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan Kota Serang secara baik, benar, dan bertanggung jawab oleh Pemerintah Kota Serang, dunia usaha, dan Warga Kota Serang sehingga terwujud kepemerintahan yang baik dan Pemerintah yang Bersih (Good Governance dan Clean Government).

Kota Serang yang Edukatif dimaknai sebagai peningkatan kualitas kehidupan pendidikan dan kependidikan warga Kota Serang secara lebih adil dan merata sehingga memiliki kecerdasan yang memadai, mampu mengatasi masalah pribadi dan sosial dan menggambarkan kemajuan yang tercermin dalam keseluruhan aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata-pranata, dan nilai-nilai yang mendasari kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya dan pertahanan dan keamanan.

Kota Serang yang Religius dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang  yang konsisten mematuhi pesan nabi dan pemimpin yang taat pada nilai ketauhidan, yaitu mematuhi pesan agama dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral Bangsa Indonesia sehingga dapat dicapai kemakmuran dunia dan akhirat yang hakiki.

Kota Serang yang Akuntabel adalah kondisi kebudayaan pemerintahan dan warga Kota Serang yang bertanggung jawab terhadap apa yang harus dan akan dilakukan sesuai peran masing-masing serta siap menerima resiko atas perbuatannya sehingga terwujud karakter setiap warga masyarakat Kota Serang, aparatur sipil negara, aparatur pemerintahan negara Republik Indonesia di Kota Serang yang lainnya bertanggung jawab terhadap diri sendiri, lingkungan alam dan sosial, serta terhadap Tuhan Yang Maha Kuasa.

Kota Serang yang berdaya saing adalah suatu kondisi lingkungan institusi dan masyarakat Kota Serang yang memiliki keunggulan comparative (comparative advantage) dan keunggulan kompetitif (competitive advantage) dalam adaptasi menghadapi tantangan dan memanfaatkan peluang perkembangan dunia global, pemberlakuan MEA, dan Nasional.

Kota Serang yang berbudaya adalah kondisi lingkungan fisik kota dan lingkungan warga Kota Serang yang tertata, teratur, rapih, indah, taat azas dan tata aturan berdasarkan kesadaran akal sehat sehingga tercipta budaya dan kebudayaan yang melekat pada setiap warga negara dan tercipta hubungan harmonis dalam bermasyarakat, berbangsa, bernegara dan beragama.

Kota Serang yang Aman dimaknai sebagai kondisi warga Kota Serang yang tidak terganggu oleh sikap dan perbuatan yang dapat merugikan secara fisik dan psikis sehingga bebas untuk beraktifitas memenuhi kebutuhan dalam berbagai aspek (self-help) secara bertanggung jawab, mampu mengambil keputusan dan tindakan dalam penanganan masalahnya, dan mampu merespon dan berkontribusi terhadap upaya pembangunan dan tantangan zaman secara otonom dengan mengandalkan potensi dan sumber daya yang dimiliki.

Kota Serang yang Nyaman adalah suatu keadaan kehidupan warga Kota Serang telah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia meliputi ketentraman (suatu kepuasan yang meningkatkan penampilan sehari hari) dan kelegaan (karena terpenuhinya kebutuhan sehari hari) serta transcendental (keadaan yang melampaui pengalaman biasa dan penjelasan ilmiah).
B. Misi 

1. MENGUATKAN PERADABAN BERBASIS NILAI-NILAIKEMANUSIAAN;

2. MENINGKATKAN SARANA PRASARANA DAERAH YANG BERWAWASAN LINGKUNGAN

3. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN DAERAH DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT YANG BERDAYA SAING;

4. MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK;

Oleh karenanya KecamatanTaktakanKota Serang berkewajiban untuk menjalankan komitmen Walikota terpilih yang mengacu pada Visi Kota Serang ;

“TERWUJUDNYA KOTA PERADABAN YANG BERDAYA DAN BERBUDAYA” :
Dan mensukseskan  MISI KEEMPAT (4) Kota Serang yaitu : 

“MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK”


Selanjutnya Kecamatan TaktakanKota Serang dalam operasionalnya akan selalu mengacu kepada rencana strategis dengan mengarahkan segenap potensi dan sumberdaya yang ada, baik sumber daya Manusia maupun pendukung lainnya yang tentunya memperhatikan akan kekuatan dan kelemahan yang akan dimuat dalam RENSTRA Kecamatan TaktakanKota Serang  padaTahun berjalan. 

Sebagai pelaksana Pemerintah Daerah Kota Serang di bidang Kewilayahan dalam menjalankan kegiatan dan programnya akan selalu berlandaskan kepada Misi Kota Serang sebagai arah dan tuntunan untuk mencapai tujuan Kota Serang sebagai penjabaran Visi Kepala Daerah yang terpilih.

C. Strategi Pencapaian Maksud dan Tujuan  
Strategi Kecamatan Taktakan dirumuskan atas dasar potensi kecamatan yang dimiliki dan permasalahan  yang dihadapi dengan pertimbangan pelimpahan kewenangan yang diberikan kepada Pemerintah Kecamatan serta kemampuan managemen pemerintah yang perlu mendapat dukungan penuh dari stakeholder atau komponen masyarakat serta diselaraskan dengan perundangan atau peraturan yang berlaku.
Atas dasar pertimbangan tersebut, maka Strategi Pemerintah Kecamatan Taktakan meliputi :

1.    Pemantapan dan Peningkatan Sumber Daya dan Manajemen Kelembagaan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kualitas Aparatur Yang Efektif dan Profesional;
2.    Pemantapan kualitas pembangunan dalam pelayanan masyarakat yang konsisten dan terpadu. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat;
3.    Harmonisasi kerjasama antar lembaga multi stakeholders. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Mewujudkan Kecamatan Taktakansebagai potensi ekonomi Kota Serang, Provinsi Banten dan Nasional;
4.    Pembagian klastersisai ekonomi lokal . Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Usaha Kecil dan Menengah;
5.     Peningkatan kualitas dan hasil usaha unggulan. Strategi ini ditempuh dalam rangka pencapaian Misi Meningkatkan Kualitas Pendidikan,Hasil Pertanian, Pariwisata, Perdagangan dan Jasadalam kurun waktu tahun 2021 program dan kegiatan yang direncanakan Kecamatan Taktakan adalah untuk srategi pencapaian maksud dan tujuan diatas, adalah sebagai berikut 
Sasaran 1 ;  Mewujudkan  kepemerintahan  yang  amanah dan peningkatan pelayanan aparatur  pemerintah yang berkualitas dan professional dengan Sarpras yang memadai dalam pelaksanaan tugas.

D. Rencana Kinerja Perubahan  Tahun 2021
Sebagai penjabaran lebih lanjut Rencana Strategis Tahun 2018-2023 disusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Taktakan tiap tahunnya sebagai penjabaran dari RAPBD Kota Serang yang telah disahkan oleh DPRD selaku pemegang amanat rakyat menjadi Angaran Pembangunan Belanja Daerah (APBD), APBD tahun 2021 disahkan melalui Peraturan Daerah tentang Penetapan Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021.
RKA dan DPA merupakan komitmen Kecamatan Taktakan untuk mencapai kinerja sebaik - baiknya dan sebagai bagian dari upaya memenuhi mandat yang diterima sebagai perangkat daerah yang diatur dalam Peraturan Walikota Serang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Tugas Pokok Dan Fungsi Kecamatan Dan Kelurahan Kota Serang, dengan tetap mengacu pada pencapaian Visi dan Misi Kota Serang.

RKA dan DPA ini kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Kinerja dengan memperhatikan Rencana Strategis yang telah disusun. Rencana ini menjabarkan Target  Kinerja yang menunjukkan nilai kuantitatif yang melekat pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan dan merupakan perbandingan bagi proses pengukuran keberhasilan Organisasi yang dilakukan setiap akhir periode pelaksanaan.

Adapun proses penyusunan Rencana Kinerja Kecamatan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Penetapan Sasaran Strategis 

Kecamatan Taktakan telah mengidentifikasikan 3 sasaran strategis yang ingin dicapai pada tahun 2018, untuk setiap sasaran strategis yang ada di inditifikasikan indikator kinerja yang akan dijadikan tolak ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Sasaran-sasaran strategis beserta indikator kinerjanya ini dirumuskan dari dokumen rencana strategis yang telah ada.

2. Penetapan Program 

Berdasarkan informasi yang tercantum dalam formulir Rencana Strategis (RS) diindentifikasian program-program yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021 untuk mencapai sasaran yang ditetapkan.

3. Penetapan Kegiatan 

Untuk masing-masing program yang akandilaksanakan, Kecamatan Taktakan menetapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan agar sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dipenuhi dalam akhir tahunnya. Disini indikator kinerja untuk setiap kegiatan harus diindentifikasikan.

4. Penetapan Target Kinerja ‘

Sebagai bentuk komitmen organisasi, Kecamatan Taktakan menetapkan Target Kinerja (kuantitatif) dan (kualitatif) untuk seluruh indikator kinerja, baik untuk tingkat sasaran strategis maupun untuk tingkat kegiatan karena dengan RKA/DPA tahun 2021 ini kecamatan memiliki anggaran yang tersendiri dan dikelola sendiri.

Adapun Rencana Kinerja Satuan Perangkat Daerah (SKPD) Kecamatan Taktakan Tahun 2021, terlampir:

1.5 Sistematika Penyusunan

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Makud dan Tujuan

1.4 Maksud dan Tujuan

1.5 Sistematika Penyusuan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA  KECAMATAN TAKTAKAN TAHUN LALU

1.1 Evaluasi Pelaksanaa Renja  Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan      Taktakan

1.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Taktakan

1.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

1.4 Review terhadap Rancangan dan Kegiatan Masyarakat

1.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Kecamatan Taktakan
3.3 Program Dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA 

KECAMATAN TAKTAKANTAHUN 2021

2.1 
Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan Taktakan Tahun 2021 dan Capaian Renstra

Evaluasi Pelaksanaan Renja Perubahan Kecamatan TaktakanTahun 2021 dan Capaian Renstra, sebagaimana terlampir dalam (table 2.1)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan  Taktakan

Kinerja Pelayanan di Kecamatan Taktakan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja :

· Meningkatnya Penataan Administrasi Kependudukan 

· Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 

· Meningkatnya Pembangunan Insfrastruktur Perdesaan

Lingkup analisis kinerja pelayanan di Kecamatan Taktakan meliputi analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal yang dapat menghasilkan kesimpulan analisis berupa daftar prioritas factor lingkungan, baik internal maupun eksternal, serta dampaknya terhadap masa depan organisasi, yang selanjutnya akan berpengaruh pada hubungan internal organisasi pada gilirannya dapat ditentukan factor kunci keberhasilan antara lain :

1. Lingkungan Internal 

· Kekuatan

a. Visi dan Misi Organisasi yang jelas

b. Kekuatan Hukum tentang Tugas Pokok dan Fungi Kecamatan

c. Adanya Alokasi Anggararan bagi Kecamatan

d. Kewenangan Koor dinasi di tingkat Kecamatan

e. Adanya Sarana dan Prasarana

· Kelemahan

a. Jumlah dan Kuallitas SDM yang belum memadai

b. Belum Optimalnya Penyusunan Kebijakan dan Perencanaan
2. Lingkungan Eksternal 

a. Kebijakan Eksternal

1. Peningkatan pemberdayaan masyarakat.

2. Peningkatan cakupan pelayanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, agama dan social budaya masyarakat.

3. Peningkatan pemeliharaan dan pembangunan sarana prasarana pelayanan umum/public/infrastruktur.

4. Peningkatan ketertiban umum/supra struktur.

2.3. Isu-isu Penting penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

Dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Taktakan bahwa ditentukan isu-isu penting yaitu sebagai berikut :

1) Pemanfaatan peluang kebijakan penyerahan sebagian kewenangan dari Walikota Serang kepada segenap potensi yang ada di wilayah. Dengan adanya penyerahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat, maka Camat dengan tetap mendasarkan pada asas kepatutan dan peraturan per
undang-undangan yang berlaku, memiliki posisi yang kuat dan strategis dalam mendayagunakan segenap potensi yang ada, baik potensi kelembagaan non pemerintahan, potensi wilayah, dan potensi masyarakat dalam mendukung penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi guna pencapaian tujuan yang lebih besar yakni tercapainya visi kota serang.

2) Optimalisasi partisipasi masyrakat dan kalangan dunia usaha di wilayah, Kecamatan harus terus memacu partisipasi masyarakat dan kalangan dunia usaha dalam penyelenggaran pembangunan, terlebih pada pembangunan peningkatan insfrastruktur wilayah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat. Terlebih dengan adanya kewajiban pengusaha untuk sungguh-sungguh memperhatikan Company / Coorperate Sosial Responsipility (CSR), maka Kecamatan harus benar-benar memanfaatkan peluang tersebut untuk upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat;

3) Pelayanan Prima. Kecamatan sebagai salah satu OPD di Pemerintah Kota Serang yang menyelenggarakan pelayan public, maka harus benar-benar mampu memberikan pelayana secara prima kepada masyarakat yaitu pelayanan cepat, akurat, memiliki legalitas hokum dan tentunya dengan tetap mendasarkan pada proedur serta pada tatanan atau aturan yang berlaku. Dalam penyelenggaran pelayanan prima tersebut maka diperlukan standar pelayanan yang secara normative harus dikomunikasikan dengan masyarakat. Harapannya dengan pelayanan prima akan memunculkan kembali kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, menciptakan kepuasan daqn pada akhirnya mampu mendorong berkembangnya dinamakan aktivitas masyarakat;

4) Peningkatan kapasitas Aparatur dan penambahan kuantitas aparatur. Keberadaan aparatur merupakan factor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat. Sebagai factor penting, maka aparatur yang ada haru mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kuantitas. Oleh sebab itu perlu usaha dalam meningkatan kemampuan sumber daya aparatur dan penambahan jumlah apartur;

     2.4.1. Intensifikasi dan Ekstensifikasi Pendapatan Daerah
A. Pendapatan

Tabel Nomor. 1

Rumusan Rencana Pendapatan Perangkat Daerah Tahun 2021
	Korek
	Uraian Pendapatan
	Penganggaran (Rp)
	Keterangan

	NIHIL


Faktor Pendukung Pencapaian Kinerja tersebut didukung oleh komitmen dari pengguna anggaran dan kuasa pengguna anggaran serta adanya Kebijakan pemerintah daerah yang bersinergi dengan visi misi KecamatanTaktakan, dan perencanaan yang sesuai atau berjalan dengan baik sehingga program dan kegiatan terlaksana dengan baik.
1.1.4. Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2021
1.1.4.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai Permendagri No.33 Tahun 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut: 

Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah;
1.1.5. Pengelolaan Belanja Daerah Tahun 2021
1.1.5.1. Kebijakan Umum Pengelolaan Keuangan Daerah;

Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021 sesuai Permendagri No.33 Tahun 2019 didasarkan prinsip sebagai berikut: 

a.  Sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan kemampuan pendapatan daerah; 

b.  tidak bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundangundangan yang lebih tinggi;

c.  berpedoman pada RKPD, KUA dan PPAS;

d.  tepat waktu, sesuai dengan tahapan dan jadwal yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; 

e.  transparan, untuk memudahkan masyarakat mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang APBD; 

f.  partisipatif, dengan melibatkan masyarakat; dan tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
1.2.1 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Taktakan Kota Serang Tahun 2021 telah mengacu dokumen RKPD Kota Serang Tahun 2021. Pada Perjalanannya terdapat beberapa perubahan yang diakibatkan oleh analisa kebutuhan.

Perubahan Renja Tahun 2021

Maksud:

Perubahan Renja dengan Maksud mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pembngunan dalam mewujudkan efesiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pembangunan daerah.

Tujuan:

a. Menyediakan Dokumen Perencanaan Rencana Kerja Perubahan Kecamatan Taktakan;

b. Merumuskan dan menetapkan kebIjakan kembali, program dan kegiatan Kecamatan Taktakan Tahun 2021;

c. Sebagai dokumen perencanaan yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan Taktakan;

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN 

RENJA SKPD

3.1 Program, Kegiatan dan sub Kegiatan 

	KECAMATAN TAKTAKAN

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	1
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

	 
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

	 
	- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

	2
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

	 
	-Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD

	3
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

	 
	-Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

	4
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

	 
	-Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya

	5
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	 
	-Fasilitasi Kunjungan Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	6
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

	 
	-Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	7
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaa\n Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	8
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	- Penyediaan Jasa Pemeliharaan Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	-Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK

	9
	-Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	 
	-Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait

	 
	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

	10
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat

	 
	-Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	11
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan

	 
	   - Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan

	
	   - Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan

	
	-  Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat

	 
	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

	12
	  Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah

	 
	-   Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia

	 
	- Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional

	 
	- Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

	KELURAHAN TAKTAKAN

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	13
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	14
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	15
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	16
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN SAYAR

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	17
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	18
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	19
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	20
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN PANCUR

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	21
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	 
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	 
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	22
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	23
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	24
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN KURANJI
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN KALANG ANYAR

	29
	Administrasi Umum Perangkat Daerah
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN DRANGONG

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

	43
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

	44
	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN UMBUL TENGAH

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

	45
	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN SEPANG

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan

	KELURAHAN LIALANG

	 
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	54
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	 
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
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	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan
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	Administrasi Umum Perangkat Daerah

	 
	-Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

	 
	-Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

	 
	-Penyediaan Bahan Logistik Kantor

	 
	-Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

	
	-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

	
	- Fasilitasi Kunjungn Tamu

	
	-Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

	62
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Surat Menyurat

	 
	-Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

	 
	-Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
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	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

	 
	-Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

	 
	-Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

	 
	- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

	 
	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
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	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan

	 
	- Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan

	 
	-Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan

	 
	-Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan


3.2 Perubahan Anggaran

Berdasarkan perumusan antara hasil evaluasi terhadap capaian kinerja renstra Tahun 2018-2023, tugas pokok dan fungsi SKPD isu-isu penting yang berkaitan dengan usulan masyarakat, analisa kebutuhan serta kajian program dan kebijakan nasional maka program yang akan dilaksanakan oleh Kecamatan  Taktakan  yang awalnya ada 5 program  113  kegiatan dan 328 sub kegiatan ini dipangkas menjadi 5 program  98 kegiatan dan 298 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:
BAB IV
P E N U T U P
Penyusunan  Rencana Kerja Kecamatan Taktakan  Tahun  2021  merupakan  manifestasi  dari komitmen  dan  ikhtiar  terbaik  seluruh  elemen  pemerintahan  dan  stakeholders Kecamatan Taktakan  dalam  menata  dan  meletakan  cita-cita  bersama  dari  seluruhaspirasi  dan  kebutuhan  yang  dirasakan  penting  dan  mendesak  untuk diwujudkan  pada  pada tahun 2021 dalam upaya mewujudkan Kota  Serang sebagai “Kota Peradaban yang berdaya dan berbudaya”.  

Rencana kerja menjabarkan dan menetapkan target kinerja tahunan yang menjadi komitmen bagi Kecamatan Taktakan untuk mencapainya. Rencana kerja tahunan menjadi bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan dan anggaran APBD Tahun Anggaran 2021 dan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu. Dengan adanya Rencana Kerja Kecamatan Taktakan Kota Serang Tahun 2021, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari Program Prioritas Pembangunan Daerah tahun 2021 diharapkan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis serta  berkelanjutan, dengan sesama perangkat daerah diLingkungan Pemerintah Kota Serang maupun dengan Instansi terkait lainnya.
Namun demikian sangat disadari bahwa terdapat sejumlah keterbatasan dan  kelemahan  dalam  proses  penyusunannya.  Oleh  karena  itu,  Rencana Kerja  inimasih  memberi  ruang  terhadap  masukan  dan  saran  bagi  penyempurnaannya di  masa  mendatang.
      Taktakan,                  2022
       CAMAT TAKTAKAN

            KOTA SERANG

H.Ahmad Saifullah, S,Pd,M.Si
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